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LAMPIRAN

KUESIONER PENELITIAN
PERJANIJIAN JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR TANPA
PENDAFTARAN BALIK NAMA DI KABUPATEN PATI

Dengan hormat,
Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir atau skripsi yang saya lakukan di
Fakultas Hukum UMK Kudus, maka saya melakukan penelitian dengan judul
Perjanjian Jual Beli Kendaraan Bermotor tanpa pendaftaran balik nama di
Kabupaten Pati,
Adapun salah satu cara untuk mendapatkan data adalah dengan menggunakan
angket. Oleh karena itu saya mengharapkan agar Bapak/Ibu dan Saudara/Saudari
berkenan mengisi angket yang telah disediakan jawaban yang telah tersedia.
Dalam hal ini saya akan merahasiakan identitas responden.
Identitas Responden

Usia Cownggn W RN, O . . W

Pendidikan terahir o WAWR . T}

Alamat BICGeardlarn. .. ... \E————.——_ .. .

Petunjuk Pengisian
1. Kuesioner ini semata-mata untuk keperluan akademis, mohon dijawab
dengan baik dan jujur.
2. Baca dan jawablah semua pertanyaan dengan teliti tanpa ada yang
terlewatkan.
3. Berilah tanda silang (X) pada jawaban disediakan dalam pertanyaan berganda
(muliple choice) , isilah tanda (V) di chek list, dan isilah jawaban pada

pertanyaan terbuka .
[ W e — Sl S _S—

1. Apakah anda pernah melakukan pembelian kendaraan bermotor bekas pakai
(second hand) ?
a) Ya
b) Tidak
2. Apakah anda melakukan pendaftaran balik nama kendaraan bermotor setelah
melakukan perjanjian jual beli kendaraan bermotor?
a) Ya
b) Tidak
3. Bagaimanakah status kepemilikan kendaraan bermotor yang anda beli ?
a) Atas nama penjual sendiri
b) Atas nama orang lain
4. Dari manakah anda membeli kendaraan bermotor?
a) Penjual perseorangan
b) showroom kendaraan bermotor bekas pakai
5. Bagaimanakah bentuk perjanjian jual beli kendaraan bermotor?
a) Lisan
b) Tertulis



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Apakah dalam perjanjian jual beli kendaraan bermotor mengatur peminjaman
Kartu Tanda Penduduk (KTP) penjual saat pembeli melakukan melakukan
pengesahan atau perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)?

a) Ya

b) Tidak
Bagaimanakah cara penyerahan kendaraan bermotor?

a) Penyerahan kendaraan bermotor

b) Penyerahan kendaraan bermotor beserta Surat Tanda Nomor

Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor
(BPKB)

Apakah penjual memberikan kwitansi pembayaran kendaraan bermotor?

a) Ya

b) Tidak
Apakah penjual memberikan kwitansi-kwitansi pembayaran dari penjual
sebelumnya sampai kepada orang yang namanya terdaftar di Buku Pemilik
Kendaraan Bermotor (BPKB) ? (jawab jika status kepemilikan kendaraan
bermotor penjual atas nama orang lain)

a) Ya

b) Tidak
Apakah anda mengetahui kewajiban melakukan pendaftaran balik nama
setelah pelaksanaan perjanjian jual beli kendaraan bermotor?

a) Mengetahui

b) Tidak mengetahui
Apakah anda setuju dengan pernyataan “secara hukum peralihan hak
kepemilikan kendaraan bermotor terjadi pada saat pendaftaran balik nama
kendaraan bermotor?

a) Setuju

b) Tidak setuju
Apakah anda setuju dengan pernyataan ‘“setiap orang harus melakukan
pendaftaran balik nama agar kepemilikan kendaraan bermotor sah secara
hukum”?

a) Setuju

b) Tidak setuju
Apakah anda setuju dengan pernyataan “anda akan melakukan pendaftaran
balik nama agar kepemilikan kendaraan bermotor sah secara hukum”?

a) Setuju

b) Tidak setuju
Apakah anda mengetahui Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan salah
satu syarat melakukan pengesahan dan perpanjangan Surat Tanda Nomor
Kendaraan (STNK)?

a) Mengetahui

b) Tidak mengetahui
Apakah anda setuju dengan pernyataan “Kartu Tanda Penduduk sebagai
syarat melakukan pengesahan dan atau perpanjangan Surat Tanda Nomor
Kendaraan Bermotor (STNK) merupakan bentuk pengawasan agar pembeli
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20.

21.

22.

melakukan pendaftaran balik nama kendaraan bermotor setelah melakukan
perjanjian jual beli kendaraan bermotor” ?

a) Setuju

b) Tidak setuju

Apakah anda setuju dengan pernyataan ‘“setiap orang harus melakukan
pendaftaran balik nama kendaraan bermotor agar dapat melakukan
pengesahan dan atau perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor?

a) Setuju

b) Tidak setuju

Apakah anda setuju dengan pernyataan “saya akan melakukan pendaftaran
balik nama kendaraan bermotor agar dapat melakukan pengesahan dan atau
perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor?

a) Setuju

b) Tidak setuju

Apakah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) anda masih
berlaku?
anga
b) Tidak
Apakah anda melakukan pengesahan atau perpanjangan Surat Tanda Nomor
Kendaraan Bermotor (STNK) sebelum jatuh tempo?

a) Ya

b) Tidak
Bagaimanakah anda melakukan pengesahan atau perpanjangan Surat Tanda
Nomor Kendaraan (STNK)?

a) Melalui birojasa

b) Meminjam Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang yang namanya
terdaftar di Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

c) [BainGiyamm -3 el A L. L

Apakah alasan anda tidak melakukan pendaftaran balik nama?

a) Biaya pengesahan dan atau perpanjangan Surat Tanda Nomor
Kendaraan Bermotor (STNK) dengan meminjam Kartu Tanda
Penduduk (KTP) orang yang namanya terdaftar pada Buku Pemilik
Kendaraan Bermotor (BPKB) lebih rendah daripada biaya pendaftaran
balik nama

b) Biaya pengesahan dan atau perpanjangan Surat Tanda Nomor
Kendaraan Bermotor (STNK) biaya melalui biro jasa lebih rendah
daripada biaya pendaftaran balik nama

o) IR 11011 7 PSPPSR

Apakah anda dapat melakukan pengesahan atau perpanjangan Surat Tanda
Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) apabila orang yang terdaftar di Buku
Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) memblokir kendaraan yang telah
dijual?



a) Dapat melakukan pengesahan atau perpanjangan Surat Tanda Nomor
Kendaraan bermotor (STNK).

b) Tidak dapat melakukan pengesahan atau perpanjangan Surat Tanda
Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).

23. Apakah anda melakukan pendaftaran balik nama saat ada pembebasan Pajak
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor?
a) Melakukan pendaftaran balik nama kendaraan bermotor
b) Tidak Melakukan pendaftaran balik nama kendaraan bermotor
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